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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76 TAHUN 2012 
TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI  PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka 
Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
134/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan 
Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya sudah 
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 
perkembangan profesi serta tuntutan kompetensi 
Sandiman sehingga perlu diatur kembali; 

b. bahwa pengaturan kembali Jabatan Fungsional 
Sandiman dan Angka Kreditnya sebagaimana 
dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 
Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka 
kreditnya; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 
tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara 
Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4192); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
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Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
enam kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Peresiden  Nomor 64 Tahun 2005; 

14. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 
tentang Unit  Organisasi dan Tugas Eselon I 
Lembaga Pemerintah Non Departemen 
sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN ANGKA 
KREDITNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi ini, yang dimaksud dengan: 
1. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 
kegiatan persandian pada instansi pemerintah.  

2. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

3. Persandian adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan 
yang ditujukan untuk mengamankan dan menganalisis informasi 
berklasifikasi yang diberlakukan dengan menggunakan metode/teknik 
dan sarana prasarana tertentu untuk kepentingan negara. 

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat 
Fungsional Sandiman yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai 
salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat dan/atau 
jabatan. 

5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Jabatan 
Fungsional Sandiman adalah tim yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas untuk 
memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pejabat 
Fungsional Sandiman. 
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BAB II 
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Rumpun Jabatan 

Pasal 2 

Jabatan Fungsional Sandiman termasuk dalam rumpun penyidik dan 
detektif. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Jabatan Fungsional Sandiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
di bidang persandian pada instansi pemerintah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jabatan karier. 

Bagian Ketiga 

Tugas Pokok 

Pasal 4 
Tugas pokok Pejabat Fungsional Sandiman yaitu melaksanakan kegiatan 
kebijakan persandian, analisis dan riset persandian, dan manajemen 
persandian. 

BAB III 

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 
Pasal 5 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman yaitu Lembaga Sandi 
Negara. 

 
 

Pasal 6 

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas 
pembinaan, antara lain: 
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Sandiman; 
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Sandiman; 
c. menetapkan standar kompetensi jabatan Jabatan Fungsional 

Sandiman;  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

